Menimbang

WALIKOTA DENPASAR

PROVINEI BALI

FERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ANGUARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

a. bahwa untuk melakeanakan ketentuan Pasal 311 ayat|1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan [Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubzahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daeroh, Walikota wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  [DPED] untuk

memperoleh persetujuan bersama;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Angparan

Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD) yvang diajulan
sebagaimana dimaksud pada buraf s, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Dacrah
Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD
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Mengingat

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurof b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Denpasar Tahun
Angparan 2021,

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang

Pembentukan KotaMadya Daerah Tingkat 11 Denpasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 19932
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3463);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421},

5. Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan
Pemerintah  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tehun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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10.

1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tfentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), scbagaimana
telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubaban Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daecrah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
000 Nomar 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimona telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45735);

Peraturan Pemerintah MNemor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelengparaan Pemerintahan Dacrah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakal (Lembaran
Nepara Republik Indoncsia Tahun 2007 Nomeor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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13,

14,

16.

17,

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Xeuangan Fartai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4972,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2018
tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik ([Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah ¢di Wilayah Provinsi (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara HRepublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angpota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaga Negara Repbulik Indeensia Nomor 6057];
Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolasn Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42};



18.

19

20.

21.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommaor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerzh tentang Anggaran Pendapsatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanje Dacrah  [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanjs Daerah, sebapaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Relifna Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daecrah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Dperaional [Berita Negora Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);



22

23.

249.

95,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Adminisirasi Pengsjuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik |Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomer 360);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedomen Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerash Tahun Anggaran 2021 (Berita
Negara Republik [ndoensia Tahun 2020 Nomor 111);
Keputusan Gubernur Nomor. 3561/04-EfHK/2020
Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Tentang Anggaran Pendapstan Dan Belanja
Daerah  Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Waliketa Denpasar Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan  Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2021,

Peraturan Daerah Kota enpasar Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Penpelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4),



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

den

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSEAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalksud dengan

a. Daerah adalah Dagrah Kota Denpasar.

b. Pemerintah Daerah  adalah  Pemerintah  Daerah  Kota
Denpasar,

c. Walikota adalah Walikota Denpasar.

d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Denpasar,

e, Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah yang sclanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kota Denpasar,

f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang
gelanjutnya disingkat APHD adaleh rencana kKeuangan
tahunan Daerah vang ditetapkan dengan Perda,

g Penerimaan Daerah adalah uang yang masux ke kas
Dacrah.

h. Pengcluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

i, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayasn bersih dalam periode
tahun enggaran berkenaan.

j. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang dialai sebapal pengurang nilad teckayaan
bersih dalam periode tahun angparan berkenaan.



k. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali danfatau pengeluaran yang akan  diterima
kembali, baik pada tahun anggaran berleenaon mauvpun
pada tahun-tahun angegaran berikutnya.

1. Dans Cadangan gedalah dana yang disisihkan unmuk
mendanai kebutuhan pembangunan prazsamna dan sarana

Dacrah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu} tahun
anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah,
dan Pembiayaan Dacrah.
APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021 berjumlah
Rp. 1.961.327,952.154,00, terdiri atas Pendapatan Daerah,
Belanja Daerzh, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagal berikut:
1. Pendapatan Daergh Rp 1.861.327.952.154

Belanja D2acrzh Rp 1.961.327.952.154

Surplus/ Defisit Rp  (100,000.000.000|

2,  Pembiayaan
a. Prnerimaan Ep. 100.000.000.000
Pembiayvaan
h. Pengeluaran Rp, 0

Pembiayaan
Pembigyaan Netto Fp. 100.000.000.000

Siem  Lehih Pembiayaan Rp. O
Anggaran Tahun Berkenaan



Pasal 3
Pendapatan daerah direncanalan sebesar
Epl.861.327.952.154¢ (satu tnliun delapan ratus
enam puhuh satu miliar tiga ratus dua puluh tujah
juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus
lima puluh empat rupiah yang bersumber dari :
a. Pendapatan asli;
b. Penidapatan transfer; dan
. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Fasal 4

{1} Pendapatan Asli Daerah sebapaimena dimaksud dalam

(2]

[3)

Pasal 23 huruf a di rencanakan stbesar Rp.

h57T.068.247 868 (enam ratus lima puluh tujubh miliar

enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh

ribn delapan ratus enam pulah delapan rupiah) yang

terdiri dari :

a. Pajak daerah;

b. Retribusi dacrah;

¢, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di
pisahlan: dan

d. Lain-lain pendapatan asli daecrah yvang sah.

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufl a direncanakan sebesar Rp.460.000.000.000

(empat ratus enam puluh miliar rupiah).

Retribisi Dasrah zehapaimana dimaksud pada avat

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.630.296.000

{dua puluh sembilan miliar enam  ralus liga puluh

juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiahj).

(4) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.539.742.978.532 (lima puluh
sembilan miliar tujulh ratus empat puluh dua juta
sembilan ratus tujuh puluh delapan obu lima ratus
tiga puluh dua rupiah).



(5) Lain-lsin  pendapatan  asli daerah  yang  sah

(1)

(2]

sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul 4
direncanakan sebesar Rp.107.694.973.336. [seratus
tujuh miliar enam ratus sembilan puluh cmpat juta
sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tga
pulizh enam rupiah).

Pasal 5
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp.1.142.824.104.286 (satu triliun seratus empat puluh
dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus
empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupian) yang
terdiri atas :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah,
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusst sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.959.915.790.000 [sembilan ratus lima puluh
Sembilan miliar Sembilan ratus lima belas juta tujub
ratus Sembilan puluh ribu mapiah).

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah  sebagaimana

i1

dimaksud pada ayat (1) huraf b di rencanskan
gebesar Rp. 182908314286 (seratus delapan puluh
dua miliar sembilan ratus delapan juta tiga ratus empat

belas ribu dua ratus delapan puluh enam rapiah|.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 hurof © direncanakan sebesar
Rp.61.435.600.000 (enam puluh satu miliar empat
ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) vang
terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;

b. dana darurat; dan

¢. lain-lain pendapatan sesual dengan  ketentuan

Dasratitran P imdaroastricd srnosT



(1)

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Ep.0 (nol rupiah).

(3] Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rapiah).

{4] Lain-lain pendapatan secsuai  dengan  ketentuan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp.61.435600.000 (enam pulub satu miliar empat
ratus liga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanjs daersh tahun anggaran 2021
direncanakan scbesar Rp.1.961.327.952.154 (satu triliun
Sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua
puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu
seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

&, Belanja operasional;

b. Belanjs modal;

c. Belanja tidak terduga; dan

d. Belanja transfer,

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rpl.701.623.240.134 (salu triliun tujuh ratus satu

miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat
puluh ribu seratus tiga puluh empat mapiah);

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

¢. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

[, belanja bantuan sosial



(2] Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp.896.000.386.378
[delapan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus
delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh
delapan rupiah)

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat 1) huraf b direncanakan schesar
Rp.612.516.973.272 |enam ratus dua belas miliar lima

rafus enam belas juta sembilan ratus tojuh puluh tigs
ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah)

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direneanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

(5] Belanja subsidi schagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf d direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 190.467,080.424
(Seratus Sembilan puluh miliar empat ratus enam
pulubh tujuh ribu delapan pulub ribu empat ratus
delapan puluh empat rupiah).

(7} Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huraf f direncanakan sebesar Rp. 2.638.800.000
[dhua miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan

ratiza ribu rapiah).



Pazal 9

(1) Angparan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b direncanakan scbhesar Rp.82.916.828.151
(delapan puluh dus miliar sembilan ratus enam belas
juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus lima
puluh satu rupiah), yang terdiri atas!

a. belanja modal tanah.

L. belanja modal peralatan dan mesm.

¢. belanja modal bangunan dan gedung,

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. belanja modal aset tidak berwujud.

(2} Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hurnf a direncanskan sebesar Rp.294.000.000 (dua
ratus sembilan puluh empat juta rupiah).

{3)Belunja modal peralatan dan  mesin schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.20,398,525.385 (dua puluh Sembilan miliar tiga ratus
sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh hima
ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

(4] Belanja modsl bangunan den  gedung sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢ direncanakan sebesar
Rp.29,835.620.784 {dua puluh scmbilan miliar delapan
ratus tipa puluh lima juta enam ratus dua puluh dbu tujuh
ratus delepan puluh empat rupiah).

|5 Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksnd pada ayat (1) huraf 4 direncanakan sebesar
Rp.22.531.214.482 (dua puluh dua miliar lima ratus Hpa
pualuh satu juts dua ratus empat belas ribu empat ratus
delapan puluh dua raplah).

[6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.857.467.500
(delapan ratus lima puluh juta empat ratus cnam puluh

tujuh ribu lima ratus Tupiahy,



Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 7 huruf ¢ direncanaksn scbesar Rp.12.076.916.868
[dua belas miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus
enam belas ribu delapan ratus enam puluh delapan mapiah)
vang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanaken sebesar Rp.164.708.967.000
(seratus enam puluh empat miliar tujuh ratua delapan
juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang
terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan,

(2} Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Bp.49.500.000.000 (empat
puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

{3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
avat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp.115.208.967.000
(seratus lima belas miliar dua ratus delapan juta sembilan

ratus cnam puluh tujul ribu mapiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 20241
direncanekan schesar Rpl00.000.000.000 (seratus miliar
rupiah) yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembigyaan.



Pasal 13

(1) Anggaran  penerimasn  pembiayasan sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan scbesar
Rp.100,000,000,000 (seratus miliar rupiah), yang terdiri
atas:

4. 8isa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

. Hasil penjuslan kelkayaan daerah yang dipisahlkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;

e, Penierimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

{. Penerimaan  pembiayaan  lainnya  sesuai  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Siza lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sehelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar
rupiah).

{3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat [1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah),

(4] Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) humaf ¢
direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

(5} Penerimaan pinjaman dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayar [1) hurufl d direncanakan sebesar Rp.0 (nol
rupiahy.

(6] Penerimaan  kembali  pemberian  pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp.0 inol rupiah).

(7) Penerimaan pembiayaan schagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul f direncanakan sebesar Rp.0 (nol Tupiah).



Pazal 14

(1) Anggaran  pengeluaran  pembiayaan  sebagaimana
dimmalksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp.0 (nel rupiah), yang terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan;
b. penvertaan modal daerah;

o

pembayaran cicilan pokek utang yang jatuh tempo;

P

pemberian pinjaman daerah; dan
¢. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2] Fembentukan dana cedangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Fp.0 (nol
rupiah).

(3) Penvertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0 (nel rupiah).

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yeng jatub tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
direncanakan sebesar Rp.0 (nol rupiah).

(3] Pemberian pinjaman dacrah sebagaimans dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.O inol
rpiah).

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya gesual  dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
dimaksud padaa ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp.0 (nol rapiah).

Pazel 15

[1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/ (defisit) sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus
miliar rupiah}.

(2} Pembiayasn neta yang merupakan selisih penerimasan
pembiayaan  terhadap  pengeluaran  pembiayaan
direncanakan sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar



Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Dacrah dgpat melakukan pengeluaran yang
belum lersedia anggarannya danfatan pengeluaran
melehihi pagi yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah
ini, wyang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kota Denpasar
Tahun Anggaran 2021, dengan tala cara sesuai dengan
cara terlebih dahulu mclakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan AFPBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Angparan.

(2} Keadaan darurat sebagaimana dimalksud pada ayat (1)
meliptis

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b.Pelaksanaan operasi  pencarian  dan  pertolongan;
dan/atau

¢. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

{2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
Tahun Anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib; dan

c. pengeluaran  daerah  yang berada diluar  kendali
Pemerintah.



Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasel 2, tercantum dalam

Lampiran yang mecrupakan bagian tidak terpisahkan dan

Peraturan Daerah Kota Denpasar ini terdiri dar :

L, Lampiran |

2: Lampiran [l

3. Lampiran I

4. Lampiran [V

on

Lampiran V

&, Lamplran VI

7.  Lampiran VII

8. Lampiran VIII

Q. Lampiran IX

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompolk dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD yang Diklasilikasi
Menurut Urnsan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organizasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran,

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan
MNegara;

Rekapitulasi Belanjan Untulke Pemenuhan
ZPM

Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan AFBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kepiatan pada RKPD dan PPAS
dengan Rancangan APBD;

Silkronizasi Propram Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;



16,

11.

12.

13.

14,

1

16,

Lampiran X

Lampiran Xl

Lampiran X1

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI1

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Plutang Daerah;

Daftar Penyertman Modal Daerah dan
Investasi Dacrah Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan
Penpurangan Aset Tetap Daerah dan
Amet Lain-Lair;

Daflar Sub Kegiatan Tabun jamak
\mudly years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 15

Walikota menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

schagal landazan eperasional pelaksanaan APBD,



Paszl 19

Peraturan daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar seiiap orarg mengetahuinya, memerintahkan
pergundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya
dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 30 Desember 2020

Diundangkan di Denpasar

pada tangeal 30 Desember 2020

LEMBA
NOREG FERATIURAN DAERAH KOTA DEMPASAR PROVINS] BALL - {8, 75/ 2020)




